
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATT'RAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2OO7

TENTAI\iG

PENJABARAN PERUBAHAN

AI\TGGARAN PEIYDAPATAI\I DAII BELANJA DAERAH

TAHTJN AIIGGARAN 2OO7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI.

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor

23 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang

Penjabaran Perubatran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daeratr Kota Besar dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Dalam Daerah lstimewa Yogyakarta ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor45 ) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1985 Nomor 68, Tambatran

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah

diubatr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 1994 Nomor 62, Tambalran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tatrun 1997 tentang Pajak Daeratr dan Rehibusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tatrun 2000 (Lembaran

\egara Republik lndonesia Tatrun 2000 Nomor 246, Tambatran Lembaran

\egae R4ublik lndonesia Nomor 4048):

3.



4. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 44, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2000 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 385 I );

6. Undang-Undang Nomor l7 Tatnrn 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatlur 2003 Nomor 47, Tambatran

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor I Tatrun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambatran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor l0 Tattun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggrrng Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2004 Nomor 66, Tambalran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor,1400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

ll.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintatran Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintatr Pusat dan Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambatran Lembaran Negara

ReErt.rb'Ift Indonesia Nomor 4438):



13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor I18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintatr Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Da€ratr

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor ll9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aBD;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telatr diubatr beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah 2l Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambatran Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4712\;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor a502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambalran Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daeratr

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambatran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 137, Tambatran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Da€rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2005

Nomor 138, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Talnrn 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

2Z.Perainan Pemerintatr Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Da€rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambatnn Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a5%);

25. Peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tatrun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2007;

28. Peraturan Daeratr Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyertaan

Modal Pemerintatr Kota Kediri Kepada Perusahaan Daeratr Air Minum

(PDAM) Kota Kediri (Lembaran Daeratr Kota Kediri Tahun 2006 Seri E

tanggal 19 Desember 2006 Nomor 6/E);

29. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tatrun 2006 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeratr Tahun 2006 Seri A

tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor l0 Tatrun 2007 (Lembaran Daerah

Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daeratr Nomor

l0);

30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan

Dana Cadangan Untuk Pembangunan SMP Negeri 2, SMP Negeri 5,

Gelanggang Olah Raga Dan Kesenian Kota Kediri;

31. Peraturan Daeratr Kota Kediri Nomor I Tatrun 2007 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 23 Tatrun 2007 tentang Perubatran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAITT:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

AI{GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHI]N

ANGGARAN 2OO7



Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan

:an sebagai berikut:

r=.tapatan

L Semula

: Bertambah

Jumtatr

lianja

r Semula

'::rnbiayaan

r Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah

Jumlah Penerimaan setelah

t Pengeluann

1) Semula

I t Bertambah

Pendapatan setelah Perubahan

Jumlatr Belanja setelatr Perubatran

Defi sit setelah Perubahan

Rp. 471.842.974.023,00

Rp. 20.713.926.798,86

Rp. 531.583.993.883,00

Rp. 63.787.357.725,88

Rp. 492.556.900.821,86

Rp. 595.371.351.608,88

Rp. 102.814.450.787,02

Rp. 106.468.395.744,29

Frp. 3.653.944.957.27

Rp. 102.814.450.787.02

Rp. 0.00

Rp.

Rp.

Perubahan

Rp.

Rp.

60.74t.019.860,00

45.727.375.884,29

1.000.000.000,00

2.653.94.957-27

Jumlah Pengeluaran setelah Perubatran

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

: i ran

Pasal 2

perubatran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada

peraturan ini.

Pasal 3

sebagaimana tersebut dalam Pasal  2 merupakan bagian yang t idak

dari peraruran ini.
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Pasal 4

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

s€trap omng mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kediri ini
penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.
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Ditetapkan di Kediri
Padatanggal  6- l t -2007

WALI KOTA KEDIRI.

H. A. MASCHUT


